
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUWG
 
NOMOR: G/ (.lZ?- /B.IX/HK/2016
 

TENTANG
 

PENYEMPURNAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 

BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN RANCANGAN PERATURAN
 
GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBARAN ANGGARAN
 

PENDAPATAN BELANJA DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016
 

GUBERNUK LAMPUNG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang
Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka Rancangan Peraturan Daerah T-entang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubemur Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri wajib untuk ditindaklanjuti oleh 
Gubemur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dengan melakukan 
penyempurnaan paling lama {tujuhl hari t~itung sejek hasil evaluasi 
diterima; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi	 Menteri Dalam Negeri Nomor 903
10144 Tahun 2016 Tanggal 16 Nopember 2016 tentang hasil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan 
Angganm Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angganm 2016 dan 
Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas 
penyempumaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung tentang Perubahan Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c.	 bahwa pemberian persetujuan atas penyempumaan penetapan atas 
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, merupakan salah satu tolak ukur 
(instrument) dari pelaksanaan fungsi anggaran pengelola keuangan 
daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, 
maka ditetapkan dengan Keputusan Gubemur Lampung. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomlll'9S, TmnbBtran Lembaran Negara R"ellublik Indonesia Nomlll' 26881; 

2. Undang-Undang	 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4400); 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia NomOi 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502l sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 534Qj; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 T~un 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor46I4); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20l{) tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok
Pokok Perencanaan Pembangunan dan PengeloIaan Keuangan Daerah, 
(Lernbaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nornor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315]; 



Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

-3

13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat 
DPRD Proviasi Lampung fLemba1an Daerah Provinsi LamfJUftg- Tahun 
2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 
341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 400); 

14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
nomor402J; 

15.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung, 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 345) sebagaimana te1ah 
diubah beberapa kali tertulis dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
Tabun 2lH4 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung 
nomor 402); 

lfi.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat 
Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 344), sebagaimana telah diubah beberapa kali tertulis 
dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2{)14 
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran DaerahNomor 403); 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10144 Tahun 2016 tentang
 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang
 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahUfl Anggaran
 
2016 dan Rancangan Peraturan Gubemur Lampung tentang Penjabaran
 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 
2016.
 

IIE11UTUaKAlll'~ 

KEPUTUSAN OUBERNUR TENTANO PENYEMPURNAAN PENETAPAN 
RAlICAlIGAN PERATURAlI DAERAII PR.QVlN.Sl LAMPUtiG 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAII PROVINSI LAMPUNG TABUN ANGGARAN 2016 DAN 
RAlfCA1'I~A1'I PERATURA1'I OOBEUUR LAMPUJro TEl'fTAl'fG 
PENJABARAN PERUBABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TABUN ANGGARAlI 2016. 

Menyetujui basil evaluasi Menteri Dalam Negeri hemps. 
penyempumaan penetapan Rancangan Peraturan daerah Provinsi 
Lampung tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan 
Peraturan Gubemur Lampung tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2016. 
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KEDUA Tindak Ianjut basil evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud dalam 
Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat keke1iruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal17 Nopember 2016 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Gubemur Lampung di Telukbetung; 
3. Kepala BPKRI Perwakilan Lampung di Telukebtung. 


